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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan menganalisis yurisdiksi International Criminal Court (ICC) dalam 
penyelesaian kasus Rohingnya dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi ICC. Menggunakan 
pendekatan hukum normatif, penelitian ini fokus pada peraturan perundang-undangan 
internasional dan studi kasus. Sumber bahan hukum utamanya berasal dari Statuta Roma 1998, 
dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui penelitian perpustakaan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa yurisdiksi ICC dalam kasus Rohingnya mencakup Personal Jurisdiction, 
Material Jurisdiction, Temporal Jurisdition, dan Territorial Juridiction. ICC juga menggunakan 
Humanitarian Action dan Human Security untuk memastikan keamanan warga Rohingnya. 
Hambatan utama melibatkan tidak diakui status kewarganegaraan etnis Rohingnya oleh 
pemerintah Myanmar, yang menganggap mereka sebagai imigran ilegal. Prinsip Non-Intervensi 
di ASEAN juga menjadi hambatan, dengan ketidakizinan campur tangan organisasi internasional 
atau negara asing dalam masalah internal Myanmar. Penelitian ini memberikan wawasan tentang 
kompleksitas hukum dan politik yang mempengaruhi upaya penyelesaian kasus Rohingnya oleh 
ICC. 

Kata Kunci: Yurisdiksi International Criminal Court, Kasus Rohingnya, Hambatan Penyelesaian 
Hukum, Prinsip Non-Intervensi ASEAN. 

 

 

 

PENDAHULUAN 
Law of War atau yang dikenal 

dengan hukum perang namun disebut 
Hukum Humaniter pada dahulu kala, 
kemudian bertransformasi menjadi Law 
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of Armed Conflict atau Hukum Konflik 
Bersenjata, dan masih bertransformasi 
menjadi International Humanitarian atau 
Hukum Humaniter Internasional.  
Hukum Humaniter Internasional (yang 
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disingkat HHI) merupakan sebuah 
sistem peraturan hukum yang di dirikan 
oleh perjanjian internasional dan juga 
dengan adanya kebiasaan yang 
dilakukan dunia internasional guna 
membatasi kewenangan pada pihak-
pihak yang tengah konflik dimana HHI 
dengan sistem peraturannya difokuskan 
untuk mengatur dalam penggunaan atau 
cara dari sebuah alat dalam berperang 
untuk memenangkan konflik. Tujuan 
pengaturan HHI ini sebenarnya demi 
menyelamatkan kemanusiaan yang 
terseret dalam konflik antar pihak 
sehingga HHI punya kaitan erat dengan 
perlindungan Hak Asasi Manusia 
(disingkat HAM), karena tentunya ada 
beberapa pihak yang tidak harusnya 
terkena imbas dari adanya sebuah 
konflik. 

HAM sendiri dimaksudkan 
kedalam sebuah sistem peraturan yang 
mengatur terkait hak-hak yang harus 
dipenuhi oleh setiap insan tanpa 
terkecuali sebagai hakikatnya menjadi 
manusia. Problematik terhadap 
pelanggaran HAM bisa diproses dengan 
keadilan karena adanya Mahkamah 
Pidana Internasional (disingkat MPI) 
sebagai penelaah setiap peristiwa yang 
termasuk kedalam kejahatan terhadap 
HAM seperti halnya Genocide atau 
Genosida. 

Konflik pada saat ini yang terjadi 
telah menimbulkan sebuah penderitaan 
bagi Etnis Rohingya dimana etnis 
tersebut menggunakan pendekatan 
sejarah berasal dari campuran etnis 
Arab, Turki, Persia, Afghanistan, Bengali, 
dan Indo-Mongoloid yang terjadi karena 
adanya perkawinan dan tinggal dinegara 
bagian Arakan pada abad ke-7 serta etnis 
tersebut juga sejauh ini telah memiliki 
1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus) orang 
sampai 3.000.000 (Tiga Juta) orang. Etnis 
Rohingya saat ini sedang dihadapi 
dengan pelanggaran HAM sejak tahun 
1978 silam sampai sekarang karena 
Pemerintahan Negara Myanmar 

berusaha untuk mengusir mereka dari 
wilayahnya. 

Pelanggaran HAM yang dihadapi 
oleh Etnis Rohingya antara lain adalah 
hak kebebasan untuk bergerak karena 
tindakan pemerintah Myanmar 
menganggap Etnis Rohingya sebagai 
imigran gelap yang masuk kedalam 
negara mereka sebagai hama, rentetan 
kasus puncak terjadi pada tahun 1978 
dengan adanya Operasi Naga Min atau 
dikenal dengan Dragon King sebagai 
upaya pemerintah Myanmar dalam 
menumpas para imigran gelap. 
Kemudian permasalahan tersebut terus 
bersambung ketahun-tahun berikutnya 
tepatnya pada tahun 2012 terdapat 
50.000 (Lima Puluh RIbu) lebih populasi 
Etnis Rohingya mendapati penderitaan 
seperti tewas akibat adanya operasi 
militer, kehilangan tempat tinggal karena 
adanya pembebasan lahan, kemudian 
ada juga yang telah dinyatakan hilang 
tanpa jejak. 

Sehingga dalam ranah 
internasional telah menjadi sebuah 
pertanyaan tentang penyelesaian konflik 
yang terjadi pada konflik tersebut. 
Kemudian dalam perkembangannya 
beberapa usaha sudha dilakukan pada 
dunia internasional yakni Perserikatan 
Bangsa-Bangsa (PBB) yakni yang 
Pertama dengan dikeluarkannya 
Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 
S/2007/14 dan juga dengan yang Kedua 
dikeluarkannya Resolusi Dewan HAM 
PBB yang membuat TPIGF untuk 
membuktikan adanya pelanggaran HAM 
terhadap Etnis Rohingya atau terhadap 
etnis lainnya atau juga dengan mencari 
sebuah pelanggaran HAM lainnya namun 
ternyata masih tidak memberikan hasil 
positif yang dapat menyelesaikan konflik 
tersebut. 

Namun disatu sisi ada lembaga 
sebagai suatu badan yang bertanggung 
jawab atas peradilan pidana 
internasional dengan sifatnya yang 
permanent serta memiliki yuridiksi 
tertentu terhadap seseorang atau badan 
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hukum yang perlu mendapatkan 
perhatian hukum dari masyarakat dunia 
internasional yang disebut International 
Criminal Court (disingkat ICC). 

Peran ICC dalam kasus yang 
menimpa bagi Etnis Rohingya telah 
masuk kedalam yuridiksinya seperti, 
yang Pertama adalah Personal Juridiction 
dimana subyek hukum bias untuk 
mendapat keadilan, Kedua adanya 
Material Jurisdiciton yakni sebuah 
peradilan yang yuridiksinya didasarkan 
atas suatu perbuatan yang diatur dalam 
kaidah hukum internasional, Ketiga 
adalah Temporal Jurisdiction yakni 
sebuah perbuatan yang dilakukan oieh 
sebuah lembaga untuk melaksanakan 
tugasnya sesuai dengan yuridiksinya 
dengan fungsional sebagai yang 
mengadili sebuah perbuatan atau 
tindakan-tindakan yang melanggar 
hukum lembaga itu sendiri dengan 
catatan sebuah lembaga tersebut sudah 
berdiri, Keempat adalah Territorial 
Jurisdiction dimana artinya pelaksanaan 
tugas sesuai dengan wilayah yang 
termasuk dalam yuridiksinya. 

Dengan adanya 4 aspek yang 
bisa dilakukan dari yuridiksi ICC maka 
ICC bias untuk memberikan solusi dari 
adanya sebuah kejahatan internasional 
namun tetap diperlukannya negara-
negara yang meratifikasi hukum-hukum 
internasional atau negara-negara yang 
menjadi peserta. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini didasarkan pada 
penelitian yang bersifat normative-
yuridis dengan pendekatan yang 
digunakan adalah statue-approach atau 
sebuah teknik pendeketan yang 
menggunakan peraturan perundang-
undangan, selain itu penelitian ini juga 
didukung dengan pendekatan case 
approach atau sebuah pendekatan 
penelitian menggunakan sebuah contoh 
kasus empiris dan konkrit. Sumber 
bahan hukum terdiri dari primer yakni 

peraturan perundang-undangan, 
sekunder yakni literatur hukum yang 
mendukung penelitian, tersier literatur 
non-hukum namun tetap memiliki 
manfaat bagi penelitian. Teknik 
pengumpulan data menggunakan 
bibliography approach dan 
documentation approach yang artinya 
penelitian ini telah menggunakan 
pengumpulan data-data dari dokumen 
maupun dari sumber-sumber yang 
konkrit. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

ICC dengan Yuridiksinya 
terhadap Upaya Penyelesaian 
Penderitaan Etnis Rohingya 

Sebuah acara yang dinamakan 
The United Nation Diplomatic Conference 
of Plenipotentiaries telah membuahkan 
hasil dengan membentuk suatu lembaga 
Kemahkamahan yang melingkupi ruang 
pidana internasional pada tahun 1998 
serta dihadiri oleh Indonesia. Pada acara 
tersebut disepakati pembentukan 
lembaga tersebut dengan didasarkan 
pada Statuta Mahkamah Pidana 
Internasional yang kemudian diratifikasi 
oleh Indonesia. 

Lembaga hasil dari Statuta 
tersebut kemudian telah berjalan dengan 
efektif dan independen serta bersifat 
tetap yang dinamakan International 
Criminal Court atau ICC. Disamping itu 
ICC terbentuk bukan karena alasan suatu 
kasus yang membutuhkan peran hukum, 
namun didasarkan pada kekhawatiran 
global yang belajar dari masa lalu yang 
kelam akan adanya sebuah konflik besar. 
Dengan adanya ICC maka dalam 
pengimplementasian hukumnya 
diperlukan kerja sama banyak negara 
dan banyak pihak sehingga muncul lah 
suatu asas yakni complementary 
principle atau asas pelengkap dengan 
maksud dengan hadirnya ICC ini maka 
tidak dapat menggantikan peran posisi 
dari pengadilan nasional namun bisa 
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menjadi pelengkap bila suatu negara 
tersebut tidak mampu mengadili. 

Terdapat beberapa klasifikasi 
yang diberikan pada Statuta pengesahan 
ICC tersebut sebagai bentuk 
kewenangannya. Yang pertama adalah 
Personal Juridiction yakni yuridiksi ICC 
bisa berdasarkan subjek hukum. Yang 
kedua adalah Material Jurisdiction yakni 
berdasarkan sebuah perbuatan yang 
dapat untuk diadili. Yang ketiga, 
Temporal Jurisdiction adanya sebuah 
lembaga yang dapat menjalani yuridiksi 
sebagai kewenangannya. Yang keempat,  
Teritorrial Jurisdiction yakni adanya 
sebuah lembaga yang dapat menjalani 
yuridiksinya sebagai kewenangannya 
berdasarkan pada wilayah tertentu 
dengan ketentuan negara tersebut 
sebagai peratifikasi Statuta Roma 1998, 
dengan catatan khusus bagi yang tidak 
maka harus mengajukan pernyataan 
terlebih dahulu. 

Selain itu juga, ICC bisa untuk 
menjalankan kewenangannya dalam 
mengadili sebuah perbuatan tindak 
pidana apabila sebuah negara tersebut 
memiliki yuridiksinya dalam mengadili 
sebuah kasus tersebut tidak mau atau 
juga tidak mampu untuk memberikan 
acara pengadilan, hal tersebut 
didasarkan pada Pasal 17 Statuta Roma 
1998. 

Kemudian ditarik pada kasus 
yang menimpa Etnis Rohingya maka 
terlihat adanya ketidak efektifan sistem 
hukum yang terjadi pada pemerintahan 
Myanmar sehingga berimbas pada 
ketidak mauan peran pemerintah untuk 
memberikan solusi terhadap kasus 
tersebut. Sehingga hal tersbeut sudah 
secara eksplisit membuktikan bahwa 
kasus tersebut bukan-lah diluar yuridiksi 
ICC namun justru ICC memiliki 
kewenangan untuk dapat mengakhiri 
kasus tersebut. Penyelesaian kasus oleh 
ICC ini dalam acaranya bisa dengan cara 
melaksanakan hukum acaranya yakni 
mengeluarkan putusannya melalui 
Dewan Keamanan PBB. 

Maka dari itu secara otomatis 
PBB harus segera mengambil langkah-
langkah solutif ditengah-tengah tingkat 
kompleksitas kasus Etnis Rohingya yang 
tinggi dengan beberapa cara yakni yang 
pertama Peace Making yakni mengatur 
sebuah kesepakatan agar mencapai 
damai, kedua Peace Keeping yakni 
mengerahkan kekuatan PBB bias dalam 
upaya militer, administrasi, atau hal 
lainnya dalam upaya untuk memelihara 
kedamaian atau kesepakatan para pihak, 
dan yang ketiga Peace Building adalah 
sebuah upaya dalam mencari informasi 
identifikasi dari struktur perdamaian 
yang sistematis. 

 
Kompleksitas dan 

Problematik yang menjadi Tantangan 
bagi ICC untuk memberikan Solusi 
terhadap Kasus Etnis Rohingya 

Hambatan demi hambatan yang 
dihadapi ICC dalam mengawali kasus 
Etnis Rohingya ini di buka dengan 
penyelesaian secara damai sebagai 
prinsip utama dari hukum internasional 
namun harus didukung dengan sebuah 
itikad baik dari para pihak. Dalam 
pengimplementasiannya ICC telah 
menggunakan metode penyelesaian 
sengketa yakni Konsiliasi dengan 
hasilnya terbentuk sebuah Komite 
Kebenaran dan Rekonsiliasi yang 
memiliki tingkat terhadap kasus tersebut 
relevan, 

Kedua adalah penyelesaian 
sengketa menggunakan kewenangan 
lembaga internasional dimana peranan 
sentralnya dimiliki oleh PBB. 
Strutukrisasi dalam penerapannya 
adalah dengan dibentuknya United 
Nations Force yakni upaya militer dengan 
beberapa tugas sebagai penegak, penjaga 
maupun pengembalian keadilan yang 
diatasnamakan perdamaian tersebut. 
Upaya militer ini pada hakikatnya adalah 
bentuk dari pemberhentian konflik 
permusuhan yang terjadi antar 
pemerintah Myanmar dengan Etnis 
Rohingya. 
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Upaya terakhir sebagai 
tantangan ICC adalah penyelesaian 
konflik melalui jalur litigasi yakni 
menggunakan peradilan internasional. 
Jika dikaitkan dengan keseluruhan kasus 
yang ada maka dalam pelanggaran HAM 
yang terjadi untuk memberikan 
dukungan hukum pidana sebagai 
langkah solutifnya maka ICC haruslah 
memperhatikan situasi politiknya juga 
yang ada pada pemerintahan Myanmar 
terlebih lagi adanya sebuah 
pertentangan antara kedaulatan negara 
dengan opini masyarakat dunia. 

Hambatan diluar konteks 
pengupayaan secara internal dari ICC 
ternyata hadir juga dari faktor eksternal 
dengan adanya pandangan rasisme yang 
dijatuhkan pada masyarakat Etnis 
Rohingya dimana mereka tidak diakui 
status kewarganegaraannya karena 
adanya sebuah sistem hukum nasional 
yang mendasarinya. 

Kemudia adanya sebuah asas 
Non-Intervensi yang dianut oleh negara-
negara ASEAN sehingga dalam 
menyelesaikan kasus internal yang 
terjadi dalam tubuh pemerintahan 
Myanmar diperlukannya kesediaan 
negara tersebut untuk mau dibantu atau 
tidak, dan pada kenyataannya 
pemerintah Myanmar telah menyatakan 
untuk tidak mau dibantu apa-apa dalam 
menyelesaikan permasalahan tersebut.  
 
SIMPULAN 

Pada tahun 1998 sebagian besar 
masyrakat dunia telah menyepakati 
adanya lembaga independe dan tetap 
yang hadir untuk menyelesaikan 
tindakan-tindakan melawan hukum 
salah satunya adalah tindakan yang 
melawan HAM. Harapan tersebut muncul 
dengan didirikannya ICC berdasarkan 
Statuta Roma 1998 dimana ICC memiliki 
4 jenis yuridiksinya yakni Personal 
Jurisdiction, Material Jurisdiction, 
Temporal Jurisdiction, dan Territorial 
Jurisdiciton sehingga teruntuk kasus 

Etnis Rohingya maka jelas sudah masuk 
ke yuridiksi dari ICC. Dalam penerapan 
penyelesaian kasus tersebut ICC 
menghadapi beberapa tantangan yakni 
adanya kepentingan para pihak yang 
sulit dicapai, gejolak politik yang sulit 
diidentifikasi, serta adanya keterkaitan 
dengan pakta peraturan internasional 
regional lain yang hadir dari ASEAN. 
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